
  

 
 

 
 
 

BUPATI SUKAMARA 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI SUKAMARA 
NOMOR  15  TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 22 TAHUN 2014 

TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKAMARA, 

 
Menimbang : a. bahwa guna lebih menunjang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sukamara sebagaimana diatur dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Bupati 
Sukamara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sukamara perlu diubah dan disesuaikan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 22 Tahun 
2014 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur 

di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5568) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negera Republik 

Indonesia Nomor 5650). 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 258 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor  90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan  Daerah Kabupaten Sukamara  Nomor  4 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukamara Tahun 2005 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten       Sukamara Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukamara Tahun 2008 Nomor 16); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2); 



10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 22 

TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
SUKAMARA. 

 
Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 22 Tahun 2014 
tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 
Nomor 22), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 4 
 
(1) Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Sukamara ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan. 

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan berdasarkan 
Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sukamara selaku Pengguna Anggaran. 

(3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sukamara telah dapat menyediakan Rumah 
Jabatan Pimpinan dan rumah bagi Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan 
perumahan diberhentikan. 

 
Pasal II 

 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara. 
 

Ditetapkan di Sukamara 

pada tanggal 23 September 2016  
 

BUPATI SUKAMARA, 
 
                

             ttd 
 

  AHMAD DIRMAN 
Diundangkan di Sukamara 
pada tanggal  23 September 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKAMARA, 

 
                ttd 

 
SUMANTRI HARI WIBOWO 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR  15 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

ttd 
 

 

EKO PRIYANTO 

NIP. 19730430 200312 1 005 


